
GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 5o TAlrrry Zo19

TENTANG
CLUSTER CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

KEWILAYAHAN PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Cluster
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kewilayahan
pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
a Djuli 1950)jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 93, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Propinsi Banten (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor L82, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9al;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4
Nomor 244, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);
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Menetapkan

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2OtT
tentang Penyelenggaraan Uru san Pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Barat (l.embaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol2
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 2lll;

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2Ol7 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
69 Tahun 2Ol7l;

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG CLUSTER CABANG DINAS
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEWILAYAHAN PADA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi
Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK

adalah Gubernur.

6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil adalah pola dasar mengenai
urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan
antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.

Bagian Kedua
Maksud dan T\rjuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Cluster Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Kewilayahan dimaksudkan untuk mewujudkan pola karier
secara berjenjang.
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Pasal 3

Penyelenggaraan Cluster Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Kewilayahan bertujuan untuk:
a. menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan

kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pegawai
Negeri Sipil untuk mengembangkan karir sesuai dengan
kompetensinya; dan

c. memberikan kejelasan dan kepastian karir kepada Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat.

BAB II

PEMBAGIAN CLUSTER

Pasal 4

Pembagian cluster pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Kewilayahan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
tercantum dalam la.mpiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

pkan di Bandung,
15 lgustus 2019

JAWA

RIDWAN KAMII$\

Diundangkan di Bandung,
15 lgustrrs 2o19

SEKRETARTS DAERAH PROVINSI

o, BARAT,

ACHMADT4a

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2OI9 NOMOR 50




